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RINGKASAN
EKSEKUTIF

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang dilakukan di lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),
yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Unit
Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Meskipun aturan hukum penyelenggaraan P2TP2A telah dicabut dan digantikan
oleh Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, namun hal ini tidak
secara langsung membubarkan kelembagaan sebelumnya (P2TP2A). 

Melalui ketentuan peralihan pada Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan terutama pada ayat (2) dan (3) yang menyebutkan dalam hal daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota baik telah maupun belum menetapkan
kebijakan daerah mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak maka harus menetapkan kebijakan daerah
dalam waktu paling lama 2 hingga 3 tahun. 

Selain itu, dengan mandat UU TPKS yang memberikan tanggung jawab tersebut
kepada UPTD PPA, maka lembaga UPTD PPA sebagai penyelenggara pelayanan satu
pintu baru berlaku efektif pada tahun 2025/2026 mendatang dan secara otomatis
kelembagaan P2TP2A melalui peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
dicabut dan tidak berlaku. Laporan INDONESIA 2023 bidang sosial mengevaluasi
penyelenggaraan pelayanan terpadu sebelum dan setelah UU TPKS disahkan. Studi
kualitatif yang mengidentifikasi penanganan beberapa kasus kekerasan seksual
menemukan bahwa efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan terpadu
sebelum disahkannya UU TPKS dinilai belum efektif dan efisien. Di sisi lain,
keberadaan UPTD PPA dinilai ikut mendukung fungsi KemenPPPA dalam
mengentaskan kasus kekerasan seksual dan sesuai dengan mandat UU TPKS.

Berdasarkan temuan dan pembahasan terkait evaluasi penyelenggaraan pelayanan
terpadu di lingkungan KemenPPPA memberikan beberapa rekomendasi.
Diantaranya: pelibatan beragam pihak untuk menangani kasus secara inklusif;
pentingnya harmonisasi peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai
mandat UU TPKS dan perampingan birokrasi untuk pelayanan terpadu yang optimal
dengan dukungan sumber daya yang memadai dan batasan tanggung jawab dan
tugas yang jelas.







DAFTAR SINGKATAN 

 
UU TPKS 
UU 
BADILAG 
BARESKRIM 
DPR RI 
KDRT 
KEMENPPPA
KOMNAS 
PEREMPUAN 
KUHP 
NSPK 
NTT 
PERMEN 
PIPTEK 
PKT 
POLRES 
POLRI 
PP 
PPT 
RPP 
RPERPRES 
SAPA 
SATGAS PPA 
SDM 
SIMFONI PPA 
TPPO 
UPT 
UPTD PPA 
P2TP2A 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
Undang-Undang 
Badan Pengadilan Agama 
Badan Reserse Kriminal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kitab Undang Hukum Pidana 
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
Nusa Tenggara Timur 
Peraturan Menteri 
Pusat Informasi Iptek 
Pusat Krisis Terpadu 
Polisi Resort 
Polisi Republik Indonesia 
Peraturan Pemerintah 
Pusat Pelayanan Terpadu 
Rancangan Peraturan Pemerintah 
Rancangan Peraturan Presiden 
Sahabat Perempuan dan Anak 
Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak 
Sumber Daya Manusia 
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak 
Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Unit Pelayanan Terpadu 
Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 





























18 

7. 




















































